
 

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019   
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  perlu
menetapkan Peraturan  Daerah  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor 11 Tahun  2001  tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2001  Nomor  91,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015
tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2022  Nomor  4,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005
tentang  Dana  Perimbangan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  137,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi
Pemerintah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 18,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  4972)  sebagaimana  telah  beberapa  kali
diubah,  terakhir dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2018  Nomor  1,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6177);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010
tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014
tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor  92,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                               2 / 9                               2 / 9



Halaman 3 dari 9 hlm…

Indonesia  Nomor  5233)  sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014  tentang Pengelolaan Barang
Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2020  Nomor  142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017
tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan
Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  73,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6041);

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017
tentang Hak Keuangan  dan Administratif Pimpinan
dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor  106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2018
tentang  Pinjaman  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor  248,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6279);

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor  11 Tahun
2017  tentang  Pedoman  Evaluasi  Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  dan  Rancangan  Peraturan  Kepala  Daerah
tentang  Penjabaran  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah;

19. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor  36 Tahun
2018  tentang  Tata  Cara  Penghitungan,
Penganggaran  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran,  dan  Laporan  Pertanggungjawaban
Penggunaan  Bantuan  Keuangan  Partai  Politik
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018
Nomor  630)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 78 Tahun
2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran
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Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  dan  Tertib
Administrasi  Pengajuan,  Penyaluran,  dan  Laporan
Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan
Keuangan  Partai  Politik  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

20. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor  70 Tahun
2019  tentang  Sistem  Informasi  Pemerintahan
Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor  90 Tahun
2019  tentang  Klasifikasi,  Kodefikasi  dan
Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor  77 Tahun
2020  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2020 Nomor 14/A);

24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2021
tentang  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2021  (Lembaran
Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 5/A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan
WALI KOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  ANGGARAN
PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH  TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban  pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran
2021 berupa Laporan Keuangan memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan  Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Laporan  Operasional;

d. Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Neraca;

f. Laporan Arus Kas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.
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(2) Laporan  Keuangan  sebagaimana  dimaksud  pada

ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan

badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja

Daerah  per  31  Desember  Tahun  Anggaran  2021

sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 1 huruf  a  sebagai

berikut:

a. Pendapatan sebesar Rp969.962.352.371,30

b. Belanja sebesar Rp989.973.028.956,73

(Defisit) (Rp20.010.676.585,43)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan sebesar Rp268.961.465.585,28

2. Pengeluaran sebesar Rp        5.646.450.000,00  

Pembiayaan netto Rp263.315.015.585,28

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan Rp243.304.338.999,85

Pasal 3

Laporan  Perubahan Saldo Anggaran Lebih  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp268.961.465.585,28

b. Penggunaan Saldo Anggaran

Lebih sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan

Jumlah Rp268.961.465.585,28

c. Koreksi Penggunaan SiLPA (Rp 3.434.572,00,00)

d. Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran

Jumlah Rp243.304.338.999,85

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp243.304.338.999,85

Pasal 4

Laporan  Operasional  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal 1  ayat  (1)  huruf  c  untuk  tahun  yang  berakhir

sampai dengan 31 Desember 2021:

a. Kegiatan Operasional

Pendapatan Rp929.158.435.951,40

Beban Rp966.265.501.616,29

Defisit dari Operasional (Rp37.107.065.664,89)

b. Kegiatan Non Operasional

Surplus Non Operasional Rp                        0,00

c. Pos Luar Biasa

Defisit dari Pos Luar Biasa (Rp      5.924.608.594,00)  

d. Defisit Laporan Operasional (Rp43.031.674.258,89)
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Pasal 5

Laporan  Perubahan  Ekuitas sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  1  ayat  (1)  huruf  d untuk  tahun  yang
berakhir  sampai  dengan  31  Desember  2021 sebagai
berikut:
a. Ekuitas Awal Rp1.960.000.115.825,58
b. Defisit (Rp   43.031.674.258,89)
c. Laporan Operasional Koreksi
d. Ekuitas Lainnya Rp         33.952.934.954,90  
e. Ekuitas Akhir Rp1.950.921.376.521,59

Pasal 6

Neraca  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1  ayat  (1)
huruf e per 31 Desember 2021 sebagai berikut:
a. Jumlah Aset Rp1.957.746.217.629,29
b. Jumlah Kewajiban Rp      6.824.841.107,70
c. Ekuitas Rp1.950.921.376.521,59
d. Jumlah Kewajiban dan 
e. Ekuitas Dana Rp1.957.746.217.629,29

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat  (1)  huruf  f  untuk  tahun  yang  berakhir  sampai
dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:
a. Arus Kas bersih dari 

Aktivitas Operasi Rp   111.183.827.662,22
b. Arus Kas bersih dari 

Aktivitas Investasi (Rp 136.840.954.247,65)
c. Arus Kas bersih dari 

Aktivitas Pendanaan Rp                           0,00
d. Arus Kas bersih dari 

Aktivitas Transitoris Rp       0,00
e. Kenaikan/(Penurunan) 

Bersih Kas Selama 
Periode (Rp 25.657.126.585,43)

f. Saldo Awal Kas di BUD 
dan di Bendahara:
Pengeluaran, FKTP,
dan BOS Rp   268.961.465.585,28

g. Saldo Akhir Kas di BUD 
dan di Bendahara:
Pengeluaran, FKTP,
dan BOS Rp 243.304.338.999,85

Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal  1 ayat  (1)  huruf  g Tahun Anggaran  2021
memuat  informasi  baik  kuantitatif  maupun  kualitatif
atas pos-pos Laporan Keuangan.
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Pasal 9

Uraian  Laporan  Realisasi  Anggaran  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Selisih  Anggaran  dengan  Realisasi  Pendapatan

sejumlah:

1. Anggaran Pendapatan

Setelah Perubahan Rp899.625.539.259,31

2. Realisasi Rp969.962.352.371,30

Selisih Kurang (Rp 70.336.813.111,99)

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah:

1. Anggaran Belanja

Setelah Perubahan          Rp1.162.943.989.416,00

2. Realisasi                          Rp      989.973.028.956,73  

Selisih Lebih                    Rp  172.970.960.459,27

c. Selisih  Anggaran  dengan  Realisasi  Surplus/Defisit

sejumlah:

1. Anggaran Defisit

Setelah Perubahan (Rp263.318.450.156,69)

2. Realisasi                         (Rp      20.010.676.585,43)  

Selisih Lebih (Rp243.304.338.999,85)

d. Selisih  Anggaran  dengan  Realisasi  Pembiayaan

sejumlah:

1. Penerimaan:

a) Setelah Perubahan Rp 268.964.900.157,28

b) Realisasi Rp     268.961.465.585,28  

Selisih Lebih Rp       3.434.572,00

2. Pengeluaran:

a) Setelah Perubahan Rp    5.646.450.000,00

b) Realisasi Rp         5.646.450.000,00  

Selisih Rp     0,00

e. Selisih Anggaran Pembiayaan Netto dengan Realisasi

Pembiayaan Netto sejumlah Rp3.434.571,41 dengan

rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan Rp263.318.450.156,69

2. Realisasi Rp263.315.015.585,28

Selisih Lebih Rp     3.434.571,41

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi  Anggaran terdiri

dari:
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Lampiran I.1 : Ringkasan  Laporan  Realisasi

Anggaran  menurut  urusan

pemerintahan  daerah  dan

organisasi;

Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi

menurut  kelompok  dan jenis

pendapatan,  belanja,  dan

pembiayaan;  

Lampiran I.3 : Rincian  APBD  menurut  urusan

pemerintahan  daerah, organisasi,

program,  kegiatan,  sub  kegiatan,

kelompok,dan jenis  pendapatan,

belanja, dan pembiayaan; dan

Lampiran I.4 : Rekapitulasi  realisasi  belanja

menurut  urusan pemerintahan

daerah,  organisasi,  program,

kegiatan dan sub kegiatan.

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih

c. Lampiran III : Laporan Operasional

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas

e. Lampiran V : Neraca

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah

i. Lampiran IX : Daftar  Rekapitulasi  Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih

j. Lampiran X : Daftar  Rekapitulasi  Dana  Bergulir

dan Penyisihan Dana Bergulir

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi)

Daerah

l. Lampiran XII : Daftar  Rekapitulasi  Realisasi

Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

n. Lampiran XIV : Daftar  Rekapitulasi  Konstruksi

Dalam Pekerjaan

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang

s. Lampiran XIX :Daftar  Kegiatan-kegiatan  yang

belum  diselesaikan  sampai  akhir

tahun  dan  dianggarkan  kembali

dalam tahun anggaran berikutnya

t. Lampiran XX :Ikhtisar  Laporan  Keuangan  Badan

Usaha  Milik Daerah/Perusahaan

Daerah terdiri dari:
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Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca)

Badan  Usaha  Milik

Daerah/Perusahaan Daerah; dan

Lampiran XX.2 : Ikhtisar  Laporan  Keuangan

(Laporan Laba/Rugi)  Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dalam

Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan  Daerah  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal

diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah  ini  dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 23 September 2022

 WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 23 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI
AHMAD SUPARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 3/A

NO REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 122-3/2022

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Bagian Hukum

Setda Kota Batu

${ttd}

Rr. MARIA INGE SS., S.H., M.H.
Pembina Tk.1

NIP. 19761005 200003 2 001
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